PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR @ TAHUN 2014
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1)

Mengingat :

—

Undang-Undang Nomor 32 Tahun ‘2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan

‘setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



.

S. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161); - ‘

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

20. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012
Nomor 18);

21.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun
2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013

Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
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Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut : ‘

a. Pendapatan ............ Rp 5.468.139.691.033,10
b Beletfa covcicisiasain.on Rp 5.678.703.610.531,20
(Defisit)............... (Rp 210.563.919.498,10)
c. Pembiayaan
1. Penerimaan......... Rp 521.334.563.016,89
2. Pengeluaran ....... Rp  300.591.151.053,00
Surplus ..............e. Rp 220.743.411.963,89
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp 532.643.046.966,90 dengan rincian sebagai berikut :

1.Anggaran pendapatan setelah

PP DRI cioas 5 smvsmnmnsnn s b st avasmnnas i e Rp 6.000.782.738.000,00
2.Realisasi.....cocceuviuiiiiiniiiininiiinianen, Rp 5.468.139.691.033,10
Selisih Kurang . Rp 532.643.046.966,90

b. Selisih anggaran dengan .realisasi belanja  sejumlah
Rp 542.822.538.475,69 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah

i 1 T Rp 6.221.526.149.006,89
2. REBHBEEL. .. cowonmsusas s emsanmanes s s ssmuens s Rp 5.678.703.610.531,20
Selisih Kurang Rp 542.822.538.475,69

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp 10.179.492.465,79 dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit setelah perubahan .............. (Rp 220.743.411.963,89)
I 2 T T R PPOUSEREU R —— (Rp 210.563.919.498,10)

Selisih Kurang Rp 10.179.492.465,79



<5

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp O dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan........................... Rp 521.334.563.016,89
2. Realisasi......ccoceuiuiiiiiiiiiiiiiiiiniis Rp 521.334.563.016,89
Selisih Lebih Rp 0

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp 957,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah PErtubRBEIL o sssssnsss s ssaviies Rp 300.591.152.010,00
2. RealiSasi . .civiiiiiicronmorssersrssnansss sonamoss Rp 300.591.151.053,00
Selisih Kurang Rp 957,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
(Rp 957,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto

setelah PErubahRarL. ,  esrass s sas Rp 220.743.411.006,89
2. Realisasi.....cocuvivviiniiiiiiiiiiiiiiiiiiieinen, Rp 220.743.411.963,89
Selisih Lebih (Rp. 957,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 1 ayat (1) huruf b per
31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah ASet.....cc.. cevvveeiieieeiieennn, Rp 16.739.455.591.939,80

b. Jumlah Kewajiban. ...........cceevvuennis Rp 990.126.571.074,66

c. Jumlah Ekuitas Dana .................. Rp 15.749.329.020.865,10
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2013 adalah sebagai berikut :

Saldo Kas awal per 1 Januari 2013... Rp 521.334.563.016,89
Arus Kas dari aktivitas Operasi ...... Rp 652.339.748.928,30

Arus Kas dari aktivitas Investasi Aset Non
KSUBNEEN wuvns wssninssnsasmsensnss s (Rp 862.903.668.426,40)

Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan (Rp 300.591.151.053,00)

Arus Kas dari aktivitas Non Anggaran Rp 00
Saldo Kas akhir per 31 Desember 2013Rp 10.185.913.175,79

S

2 X =%



-6 -
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari ;

a. Lampiran I
LampiranI. 1 :

Lampiran I. 2 :

Lampiran 1..3 :

Lampiran I. 4 :

Lampiran I.

Lampiran I.
Lampiran I.

N Oy b

LapmiranI. 8 :

Lampiran I. 9 :

Lampiran I. 10:

Lampiran I. 11:
b. Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV

2L

Laporan Realisasi Anggaran

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi
dalam kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Daftar Piutang Daerah,;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah,;

Daftar Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Lainnya;

Daftar  kegiatan-kegiatan  yang  belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Neraca

Laporan Arus Kas

Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini.

b. Ikhtisar laporan - keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini.,



s
“Pasal 9

Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2013.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,'memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di_ Palembang
pada tanggal (6 Agustus 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, J

Al —

LEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6  Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVANSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR &



